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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA - NIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada
wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom, merupakan Kewenangan
Provinsi;

bahwa untuk pelaksanaan kewenangan huruf a di atas
serta dalam rangka optimalisasi pembangunan
pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman
hutan raya dimaksud perlu diatur dalam Peraturan
Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b
diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Taman Hutan
Raya Nipa-Nipa.
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Undang-undang Nomor 13 ‘Tahun 196;1 L}ﬁggang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti bentu':g-
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pert?Tin katr}
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengez‘ar:uguctl)a;‘r;| DSre‘:;a; o r?dang
Sulawesi Tenggara dengan m S ang
47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
?Ii?ngf;t | Su?awesi Utara-Tengah dan Daerah Tn;lgekaatr;
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lemba;in Tambaghan
Republik Indonesia Tahun 1964 r\_.lomor é687)-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

tang Konservasi
- ng Nomor 5 Tahun 1990.te_n
gzaabrg Lljjna?:a g.jl\lam Hayati dan Ekosxstlsrgz)ya I\iLE::E:)alfgn
i [ 1 om ]
Republik Indonesia Tahun ) :
”[#aegatt)r:han pLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419),
1999 tentang
-Undan Nomor 41 Tahun : '
:(Jggtajtnagnan (Lgembaran Negara Republik Indl\cl)nema
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lsmbgra:na et%?arﬁ
i i 3888) sebagaim
Republik Indonesia Nomor R
i dengan Undang-Undang Nomor ‘
?e“:l?::g Pgnetapan Peraturan Pemterlrltah Pizzggﬁgg
Tahun 2004 tentang
Undang-Undang Nomor 1 i
41 Tahun 1999 tentang
tas Undang-Undang Nomor
f(:hutanan menjadi Undang—Unjang (Lerré%ara_irnanl:lssha;
blik Indonesia Tahun 200 Nomor |
'E:r%l:)a:an Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4412

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran }

i i 2004, Nomor 53,
a Republik Indonesia Tahun ) :
'll\'laergn?arahan pLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389),

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3550);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang
Kehutanan kepada Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769).;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3776);
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10.

1.

12.

13.

14.

18.

Nomor 7 Tahun 1999 tentang
dan Satwa (Lembaran
Tahun 1999 Nomor 14
Republik  Indonesia

Peraturan Pemerintah
Pengawetan Jenis Tumbuhan
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3802);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan  Hutan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 . Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4704)

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat  Daerah Provinsi  Sulawesi Tenggara

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001.

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tent.aﬁg

Pengelolaan Sumb i
e ekt er Daya Alam dan Lingkungan Berbasis

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTAN
5 PE
TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA. NOELOLAAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. ”

O N

Dewan Perwakilan Rak j
‘ yat Daerah selanjutnya disebut DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggarg adatan

Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi

e Sulawesi
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6. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli

' dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian,
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan
rekreasi alam.

7 Taman Hutan Raya Nipa-Nipa selanjutnya disebut Tahura Nipa-Nipa
adalah Taman Hutan Raya yang berada dalam wilayah administrasi
Kabupaten Konawe dan Kota kendari.

8. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan Ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
hayati dan ekosistemnya.

9. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan
tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara
untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.

11. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura yang mutlak
" harus dilindungi dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk
~ kepentingan penelitian dan pengelolaan kawasan.

12. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang secara
intensif  diperuntukan untuk kegiatan  wisata, pengusahaan,
pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.

lah adalah bagian dari kawasan Tahura

tukan untuk koleksi tumbuhan atau satwa

mi yang dimanfaatkan bagi kepentingan

pendidikan, menunjang budidaya dan

13 Blok Koleksi Tanaman ada
yang secara intensif diperun
yang alami atau bahan ala
penelitian, iimu pengetahuan,
pariwisata.

14. Blok Religi Budaya adalah bagian dari Tahura yang didalamnya
terdapat situs religi peninggalan warisan budaya dan atau sejarah

124

s iz

yang dimanfaatkan untuk kegia ; o
ol titidkaya HEn St sejarah_g tan keagamaan, perlindungan

15. Rencana pengelolaan ad
alah suatu rencan [
rangka pengelolaan Taman Hutan Raya. A ST e Al

16. E:S?;:Lungan adalah. pe-ngakuan pemerintah terhadap hak dan
Jibannya sebagai mitra yang telah disepakati bersama untuk

dilaksanakan sesuai
bataic. suai dengan peraturan perundang-undangan yang

17. Hasil hutan adalah benda-be i
; -benda hayati, non hayati
serta jasa yang berasal dari hutan. y yati, dan turunannya

18. Pemanfaatan jasa lin
_gkungan adalah bentuk usaha
Ir;;er;anfaatkan potensi jaga lingkungan dengan tidak merﬂiga
gkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan

untuk wisata alam, pemanfaat ,
: an air ;
kenyamanan. , pemanfaatan keindahan dan

19. Pemanfaatan kawasan adal
| ah bentuk pemanfaatan ka
hutan dengan tidak mengurangi fungsi kawasan. HESAE RS

20. Erc]):;rf rﬁﬂ:s{::ai’;lalz adalah forum tempat berhimpunnya para pihak dari
sur kat, pemerintah dan swasta yang peduli
usaha pelestarian dan pemanfaatan kawasan Talgurr)a. P s

21. Areal kelola adalah sebidang lahan dalam Kawasan Hutan Tahura

yang diberi hak :
kolaborasi. pengelolaan di atasnya berdasarkan kesepakatan

BAB Il
FUNGSI POKOK KAWASAN

Pasal 2
Kawasan Tahura Nipa-Nipa memiliki fungsi:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan,
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jenis tumbuhan dan satwa,

b. pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

c. pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam

BAB Il
PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Tujuan dan Prinsip

Pasal 3

Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa bertujuan untuk :

n Kawasan Tahura Nipa-Nipa;

buhan dan satwa serta potensi Kawasan Tahura

a. terjaminnya kelest.aria
b. terbinanya koleksi tum

Nipa-Nipa;

untuk wisata alam, penelitian,

- L >4 a =
c. optimainya manfaat Tahura Nipa-Nip ang budidaya, budaya, bagi

pendidikan, ilmu pengetahuan, menunj

sejahteraan masyarakat o N
d. r:rbejntuknya taman yang menjadi kebanggaan Daera

Pasal 4

an Tahura Nipa-Nipa adalah : |
Nipa-Nipa untuk kegiatan tkEIEksl
i litian, ilmu pengetahuan,

satwa, wisata alam, pene il ! :

' tumgiliir:lfgndzgf?:nyediaan plasma nutfah untgk budlday‘fa, diupayaka
?zgk menglurangi luas dan tidak merubah fungsi kawi\arasan,engemmngan
§- . taman kebanggaan Daerah, maka dalam pt e

" ?Zii?:iNipa-Nipa diupayakan menampilkan koleksi jenis tum

satwa dari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Prinsip pengelola
a. pendayagunaan potensi Tahura
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9.

c. Masyarakat sekitar harus secara aktif diikut sertakan dalam pengelolaan
Kawasan Tahura Nipa-Nipa khususnya dalam mendapatkan
kesempatan bekerja dan peluang berusaha.

.Pasal 5

(1) Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, Kawasan Tahura Nipa-
Nipa ditata ke dalam blok-blok pengelolaan yang terdiri dari :
a. blok perlindungan
b. blok pemanfaatan:;

(2) Pengelolaan pada blok perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a meliputi :

a. dalam blok perlindungan dapat dilakukan kegiatan monitoring
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas;

b. dalam blok perlindungan dapat dibangun sarana dan prasarana
untuk kegiatan monitoring seperti tersebut pada huruf a.:

c. dalam blok perlindungan tidak dapat dilakukan kegiatan yang bersifat
merubah bentang alam;

(3) Pengelolaan pada blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
~ huruf b meliputi :

a. dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan
kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian,
pendidikan, dan wisata alam:;

b. kegiatan pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada pihak
ketiga, baik Koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan;

c. blok pemanfaatan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya
kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking, dan budidaya
plasma nutfah oleh masyarakat setempat;

d. dalam blok pemanfaatan dapat dibangun sarana dan prasarana
pengelolaan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam (pondok
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wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja, usaha

makanan setempat;
tidak dapat

d. blok pemanfaatan
berlangsungnya kegiatan yang bersifat meru

digunakan sebagai tempat
bah bentang alam;

Pasal 6
rusakan potensi alam, sarana wisata tirta,
pat penjualan cinderamata, maka
hatikan gaya arsitektur daeran
kajian yang seksama,

Dalam hal dijumpai adanya ke
angkutan wisata, wisata budaya, dan tem

dalam pembangunannya harus memper
Kawasan -Tahura Nipa-Nipa, setelah melalui peng

yang dapat dilangsungkan kegiatan :
a. pembinaan habitat dan pembinaan populasi;

b. rehabilitasi kawasan,
¢. pengendalian dan/atau pemusnahan

pengganggu;

jenis tumbuhan dan/atau satwa

Bagian Kedua
Pemantapan Kawasan (Inventarisasi,

Pasal 7
an untuk mengetahui dan memperoleh
ber daya, potensi kekayaan alam hutan

Pembagian Blok)

(1) Inventarisasi hutan dilaksanak
data dan informasi tentang sum
serta lingkungannya secara lengkap.

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dim

- a. inventarisasi potensi; dan
' b. inventarisasi sosial budaya.

- C.

aksud pada ayat (1), terdiri dari :

Pasal 8

i dimaksud pasal 7 ayat (2)
a pengelolaan hutan,
ng dlaksanakan pal

(1) Inventarisasi potens huruf a, s_ebagai bahan
dalam penyusunan rencan terdiri dari :
" a. Inventarisasi potensi ya

dalam 5 (lima) tahun; dan

128

ing sedikit 1 (satu) kali

L ZRR

L

b. Inventarisasi untuk menyusun l
tahunan

dilaksanakan setiap tahun.

rencana kegiatan

2) Inv isasi i .

) baf;;agsa?:%sc;s(;i;sgdaya dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai
) al unan rencana pe . o

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (“mg)?gﬁif:aan hutan dilaksanakan

Pasal 9

(1) Pengendalian inventarisasi

X arisasi h i .

a. monitoring; dan/atau tan kegiatarnya maliputi’
b. evaluasi.

2) Kegi itori .
( )adagtlaa:]ar;en:o?rtormg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h
. kegiatan untuk memperoleh data dan inf i il
inventarisasi hutan. ormasi pelaksanaan

(3) Kegiatan evaluasi s i
A ebagaimana dimak
kegiata e 3 : maksud pada ayat (1) h
Seguaig untuk menilai kegiatan inventarisasi hitarg )5 uruf b adalah
engan tingkat inventarisasi. ECara: panadic

(4) Ketentuan lebih lanj
_ jut pelaksanaan kegi T
sebagaim ; giatan monitoring da :
Ke ? ana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur feb'ﬁ [
putusan Kepala Dinas. ih lanjut dengan

Pasal 10

Pasal 11

-(1) B il i i
(I) Berdasarkan hasil inventarisasi -hutan Kawasan Tahura Nipa-Ni
a-Nipa

sebagaimana dimaksud d
al :
batas blok, yang meliputi: am pasal 7 ayat (2), dilakukan penataan

a. blok Perlindungan;
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b. blok Koleksi Tanaman;
~ ¢. blok Pemanfaatan;
d. blok Lainnya.
(2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru.f . "
a blok tradisional, yaitu bagian dari tahura yang d&te'(’tap;nznk:rr\ena
| kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyaraka ﬁmber e
kegejarahannya mempunyai ketergantungan degan s
alam; | |
b. blok religi budaya, yaitu bagian darl tahura y;nr? a?alcialsa;r;rgﬁ
. terdapat situs religi peninggalan warisan budaya aiindungan e
yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, per
. o
nilai budaya dan atau sejaran; | | N
blok khusus, yaitu bagian dari Tahura Nipa-Nipa kiri::sk;rgil:;
- ang tidak d'apat dihindarkan telah terdapat keiompob e \)rlviiayah
ﬁan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebe
tersebut ditetapkan sebagai Tahura.

d, meliputi:

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Pasal 13

hutan dengan memperhatikan

(1) Penyusunan rencana pengelolaan vat sera kondis

aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyara

- lingkungan. | | .
(2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud p

ayat (1) meliputi: | .

a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang y;ng Szz;n%z;; ;?-ndasar

. kegiatan secara makro tentang pegittnmf:r; ?):eangaeqolaan oo

hutan untuk mencapai tujuar _ |
jrﬁggoligstu 20 (dua puluh) tahun, disusun oleh instansi yang
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bertanggung jawab dibidang kehutanan Propinsi dan disahkan oleh
Menteri;

b. rencana pengelolaan hutan jangka menengah memuat rencana
yang berisi penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka panjang
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun oleh instansi yang

bertanggung jawab dibidang kehutanan Propinsi dan disahkan oleh
Menteri;

C. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana
operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana
pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh

instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan
oleh Gubernur.

(3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi,

pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan
hutan.

(4) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan yang
- berlaku.

Bagian Keempat
Pembangunan, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan

Pasal 14
Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa, mencakup:

a. pembangunan;
b. pemeliharaan;
C. pengembangan;
d. pemanfaatan.
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Pasal 15

i i i imaksud
Kegiatan Pembangunan Tahura _Nlpa-Nlpa sebagaimana dima
dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
nan konservasi tanah; o _ )
f). pzmggggﬂnan sarana dan prasarana untuk monitoring h\::;li;o;?;;x, dan
c. Eembangunan sarana dan prasarana penunjang
pengamanan kawasan. | _ | N
Kegiatan Pemeliharaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dim
dalam Pasal 14 huruf b meliputi

fis ngsi secara

pokok  kawasan

a. menjaga kelestarian

berkesinambungan, o o
i han kritis;
kan kegiatan rehabilitas la ' sl
tc):- r;1)‘lae]'l::‘(‘a(llijhalraar\gsarama dan prasarana penunjang yang ada

kawasan. | | | —
Kegiatan Pengembangan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dima
dalam Pasal 14 huruf ¢ meliputi | |
a. pembangunan sarana dan prasarana penunjang,

ialisasi dan promosi; _ n
2' Z(;s:?r:gkaai‘an S?meer Daya Manusia pengelola kawasan da

rakat sekitar kawasan, et
d i;]t:‘ns:;"alawete\n keanekaragaman Jenis tumbuhan dan satwa

ekosistemnya. | . —_—
Kegiatan Pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaks
dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
a. pemanfaatan kawasan; '
b: 2emanfaatan hasil hutan bukan kayu;

c. pemanfaatan jasa ling.k_ungan;
d. Pendidikan dan penelitian.
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Pasal 16

Kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa dapat

dimanfaatkan untuk
keperluan:

a. penelitian dan pengembangan;
b. ilmu pengetahuan;

c. pendidikan;

d. kegiatan penunjang budidaya;
e. pariwisata alam dan rekreasi;

f. pelestarian budaya.

Bagian Kelima
Pengawetan
Pasal 17

(1) Kawasan Tahura Nipa-Nipa dilakukan dengan melakukan upaya

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya.

(2) Upaya pengawetan Kawasan Tahura Nipa-Nipa dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan:
a. perlindungan dan pengamanan;
b. inventarisasi potensi kawasan;

c. penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan;
d. pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa.

{3) Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan satwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk tujuan koleksi.

(4) Kegiatan pengawetan di dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa tidak boleh

bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang .
berlaku.
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Pasal 18

(1) Upaya pengawetan kawasan Tahura Nipa-Nipa dilaksanakan dengan
ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan fungsi kawasan.

(2) Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan fungsi kawasan Tahura Nipa-Nipa, adalah:

merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya;

merusak keindahan alam dan gejala alam;

mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;

melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana

pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat

persetujuan dari pejabat yang berwewenang.

(3) Suatu kegiatan, dapat dianggap sebagai tindakan permulaan
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
melakukan perbuatan:

a. memaotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda

batas kawasan;

b. membawa alat Yyang lazim digunakan untuk mengambil,
menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan
mengangkut sumberdaya alam ke dan dari dalam kawasan.

apow

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1) Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 secara operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) yang berada pada Dinas Kehutanan sebagai Kesatuan
Pengelola Hutan Konservasi (KPHK).

(2) Pembentukan serta tugas pokok dan fungsi dari UPTD sebagaiman3a
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 20 Al

Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD sebagaiman
a

dimaksud dalam Pasal 19
v ! d ; .
atau forum multipinak. apat berkoordinasi dengan para pihak dan/

BAB V
PERIZINAN

Pasal 21

jenis tumbuhan dan satwa ya o8 :
i : ng dil i
Nipa-Nipa harus memiliki izix_ g dilindungi di dalam kawasan Tahura

2) lzi i '
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur

(3) Persyaratan, prosedu
, r dan tata cara perizinan s '
. e |
pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan gstg)::r;wfrna cimakud

BAB VI
KOLABORASI
Bagian Pertama
Para Pihak Dalam Kolaborasi

Pasal 22

1) D imalisasi
(I) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa, UPTD

Dinas Kehutanan da
pat mel . :
dengan para pihak. akukan kolaborasi kegiatan pengelolaan

(2) Kolaborasi kegi
giatan pengelolaan sebagai '
. ma

(1) dilaksanakan setelah adanya kesepgkatannzeflsrggzsud pada .ayat

B) K
§ ) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

mendapat persetujuan G
- Kehutanan. ’ ubernur atas rekomendasi dari Kepala Dinas
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(4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(%)

Q)

)

a. kelompok masyarakat setem_pqt yaﬁlgt ter:ekntﬁ: dalam satu wadah
kelembagaan/Koperasi/memiliki legalitas hukum, .

b Lzmbagag Swadaya Masyarakat setempat dan Nasmnalfygng

.bekerja di bidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
rehabilitasi; N

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

s MS).
BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BU o
d. (Perguru)an Tinggi/lembaga iimiah/lembaga pend|d1kanlsekolah.

iteri [ [ Kawasan Tahura Nipa-Nipa
Kriteria para pihak sebagal pengelola :
sgbagain?lana cFi)imaksud pada ayat (3) yang dapat berkolaborasi antara
lain : . .
:l.mmerupakan pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap

kelestarian Kawasan Tahura Nipa-Nipa;
b. memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung

pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagai Kawasan
Pelestarian Alam. _
Bagian Kedua _
Ruang Lingkup Kolaborasi

Pasal 23

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Tahura Ni%a-Nipaaig?Ligspgc;ZZi
j i ihak yang bersep
ama yang dilakukan oleh para pﬂja _ :
I;zrr{zisp—priniip gsaling menghormati, saling menghargal, saling percaya
dan saling memberikan kemanfaatan. |
Jenis-jenis kegiatan Yyang dapat dikolaborasikan dalam

pengelolaan Tahura meliputi :
penataan kawasan, .
penyusunan rencana pengelolaan;
pengawetan,

pembangunan;

. pemanfaatan;

pemeliharaan ;

rangka

0 OO0 TN
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j0i ktn_;_i-q!hp_ug\m

g. penelitian dan pengembangan;
h. perlindungan dan pengamanan.

Pasal 24

(1) Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa

masing-masing pihak dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator
maupun pendampingan.

(2) Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5)
huruf b dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana:
c. data dan informasi;
d. pendanaan;
e. dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kolaborasi
Pasal 25

(1) Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud

~ dalam Pasal 22 dibuat secara tertulis dalam bentuk kesepakatan
bersama.

(2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
materi-materi kesepakatan antara lain:

a. kegiatan-kegiatan pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang akan

dikolaborasikan;
b. Fiukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak:
c. jangka waktu kolaborasi dan luasan areal yang dikolaborasikan:

d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya
kolaborasi setelah

jangka waktu berakhir.
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) ; ' b. hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut disusun dalam dokumén
; emukan
ang sejauh tidak dit usulan yang mencakup kelola kawasan kelola kelembagaan dan
kelola usaha;

mungkinan perpanjangan ¢. koordinasi dan konsultasi antara para pihak:
n dan ke g . d
bina dan Pengendali yang terdiri d. penandatanganan kesepakatan bersama.

(3) Kesepakatan berkolaborasi dapat diperpanj
adanya pelanggaran kesepakatan.

(4) Penentuan ada tidaknya pe_lrz?lnggF;)zrrf:\1
kolaborasi dilakukan oleh Tim . - - '
dad et paraiplhe™ 7205 tetar at (4) (3) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

. i ada a ;
(5) Tim pembina dan pengendali sebagaimana dimaksud p 3 dengan ketentuan :

- eputusan Gubernur. a. dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan
ditetapkan dengan Kep kolaborasi:
_ b. menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan;
Pasa } c. melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
ib kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah d. pengawasan dan pengendalian.
i ola
Prmsa:p manfaat dan lestari; (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
b-. swadaya:; _ . ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
c. kebersamaan dan kem'trzig‘n_ a. melakukan pengawasan secara bersama agar kegiatan dapat
d. keterbukaan dan keterp?‘a I, mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
e. keberlanjutan dan bertahap, b. melakukan pengendalian secara bersama pada setiap akhir suatu
f. spesifik lokal. - kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi;
Pasa

c. seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan proses
pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan
aktivitas dan efektivitasnya.

ura Nipa-Nipa dalam bentuk

: Tah
(1) Pelaksanaan kolaborasi pengelolasn maksud dalam Pasal 25,

kesepakatan bersama sebagaimgna di
dilakukan melalui tahapan-tahapan :
a. persiapan pelaksanaan,

) Pasal 28
kolaborasi; :
b. pelasariag = endalian. (1) Para pihak yang telah memenuhi kriteria/ketentuan sebagaimana
engawasan dan peng huruf a ; f :
¢ P bagaimana dimaksud pada ayat (1) hu dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan permohonan kolaborasi
(2) Persiapan pelaksanaan sebag et Ipzemalnfaatan secara kolektif atau berkelompok kepada Gubernur cq.
berupa : | melakukan inventa epala Dinas Kehutanan. _
lembaga pengusu ipa-Nipa yang . -
* iL;Z:t[i)ﬁk:st?:tas jenis kegiatan pengelolaan Tahura DI 3 (2) Permohonan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

akan dikolaborasikan; 1 memuat :
a. rencana peta wilayah pengelolaan,
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b. data anggota/pegurus organisasi dan atau anggota kelompok
masyarakat bersangkutan dan luas areal pengolahan sumber daya

hutan yang dimohon,
c. aturan internal organisasi dan atau kelompok yang telah disepakati

oleh seluruh anggota kelompok,
d. rencana umum pengelolaan areal pemanfaatan meliputi rencana

kelola kawasan, rencana kelola usaha dan rencana kelola

kelembagaan.
Pasal 29

(1) Kolaborasi dilaksanakan setelah ada kesepakatan tertulis antara
' Pemerintah Daerah cq. Dinas Kehutanan dengan para pihak.

(2) Hasil kesepakatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diumumkan kepada publik melalui media massa.
Pasal 30

(1) Masyarakat dan atau badan hukum lainnya yang merasa dirugikan
dapat mengajukan keberatan atas kesepakatan kolaborasi kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan.

(2) Keberatan dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diajukan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkan.

tan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud
tidak akan ditanggapi kecuali membahayakan
dan terdapat indikasi kuat terjadinya Korupsi,

(3) Pengajuan kebera
pada ayat (2)
keselamatan lingkungan
Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 31

(1) Kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa diberikan
untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan
masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mempunyal

kekuatan hukum untuk berlaku.
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© (2) Kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang berakhirl

jangka waktunya dapat diperpan; - :
. panjang kemb
kesepakatan tidak melakukan pelanjggagran ali apabila pemegang

Pasal 32

Dalam kolaborasi pen : ,
gelolaan Tahura Nipa-N ' :
melakukan kegiatan sebagai berikut : Pa-iiipa para pihak dharang

a. mengubah status dan fungsi Tahura Ni i i
a-
. dan Kawasan Pelestarian Alam; pacfiipa sebagal hutan negara

b. meémberikan hak kepemilik ; :
beibmsmanfision: P an atas kawasan Tahura Nipa-Nipa, kecuali

¢. melakukan pengelolaan hutan secara parsial;
d. mengagunkan kepada pihak ketiga
e. melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

kolaborasi yang dan peraturan
: . perundang-undanga :
- bidang konservasi dan kesepakatan bersar?‘na. e iy aslarel

Bagian Keempat
Berakhirnya Kolaborasi

Pasal 33

(1) Kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Ni :
: a Nipa-Nipa berakh Ty
a. Jangka waktu kolaborasi telah habis; i 'rapabila

b. berdasarkan kesepakatan i
. para pihak untuk i )
sebelum jangka waktu habis; P i e

c. terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuktikan

dengan Berita Aca i i :
Pengendali ra Pemeriksaan oleh Tim Pembina dan

(2) Akibat berakhi : . .
it imya kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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a. hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau
tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi (pembinaan
habitat) yang telah dibangun atau ditanam di Tahura Nipa-Nipa
menjadi milik negara,

b. kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang berkolaborasi
kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun baik terkait dengan
pelaksanaan kolaborasi tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau Pemerintah Daerah, tetapi menjadi tanggung jawab para pihak.

Pasal 34

a Tahura Nipa-Nipa tidak dapat diberikan

(1) Kolaborasi pengelolaan pad
telah dibebani kesepakatan kolaborasi

dalam areal kelola yang

pemanfaatan kawasan.
pada Tahura Nipa-Nipa tidak dapat

(2) Kolaborasi pengelolaan
dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang
berkolaborsi.

(3) Areal kelola yang telah dibebani kegiatan kolaborasi dalam

pemanfaatan kawasan pada Tahura Nipa-Nipa tidak dapat dijadikan

jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Bagian Kelima
Pembatalan Kesepakatan Kolaborasi

Pasal 35
Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nip
dilakukan apabila :
a. dalam masa percobaan peme

melakukan kegiatan;
b. pemegang kesepakatan kolaborasi mengagunkan, menjual atau

memindah tangankan obyek yang dikolaborasikan;

c. pemegang kesepakatan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya
hutan melakukan perusakan lingkungan dan sumber daya hutan;

d. pemegang kesepakatan kolaborasi melakukan pelanggaran.

a-Nipa dapat

gang kesepakatan kolaborasi tidak
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(2) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di
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Pasal 36

(1) z’:t;'r;t;z;tiz:rlgr‘; k:_sepikagan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa
_ a dimaksud dalam Pasal 35 melalui [
tertulis sebanyak 3 (ti i e e e el
_ ga) kali berturut-
2 masmg_masmg N2 e rut-turut dengan tenggang waktu
(2) giibllg peringatan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan
i Per'a ubernur dapat membatalkan kesepakatan kolaborasi. |
TahIS?aaﬁ'n dqn P.embatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan
ipa-Nipa dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN TAHURA NIPA-NIPA

Pasal 37

(1) 22T§i!ie;:fgazﬁngkita pjngelolaan Tahura Nipa-Nipa dapat ditempuh
ilan atau di luar Pengadilan b ili

, :\ukar_ela para p_ih_ak yang bersengke%a. eraasarkan pilhan secars

(2) N?;atiiil\lai telzl_*n dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura

pa di luar Pengadilan, maka gugatan melalui Pengadilan dapat

dilakukan setelah tid i
bersengketa. ak tercapai kesepakatan antara para pihak yang

Pasal 38

(1) gigyelcjg'lsaiar} sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar
divd gla ilan tidak berlaku terhadap Tindak Pidana sebagaimana diatur
alam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ssggfecigagiagtigwr:ksudkaa IL(mtuk mencapai kesepakatan menge[f;
para pihak mengenai bentuk dan b I rugi

dan atau mengenai bentuk ti - el A

: indakan tertentu i
untuk memulihkan fungsi Tahura Nipa-Nipa. vang harus diakuian
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Dalam penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pihak dapat
menggunakan jasa pihak ketiga dan atau Pemerintah Daerah untuk
membantu proses penyelesaian sengketa.

BAB Vil
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Pemerintan Daerah berkewajiban melakukan Pengawasan dan
Pengendalian terhadap pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.
Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi terhadap
pengelolaan KawasanTahura Nipa-Nipa.
Pengendalian dan pengamanan Kawasan
kegiatannya meliputi :
a. patroli berkala dan berkesinambungan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. penyediaan pos-pos jaga

Pasal 40

Selain pengawasan Yyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, masyarakat dapat melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Tahura Nipa-Nipa
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BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 41

ﬁi?aarl‘a Rpaen;bisyaan .untuk. mendukung pelaksanaan pengelolaan Taman
y ipa-Nipa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi i
lainnya yang syah. Sulawesi Tenggara dan sumber pembiayaan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

(1) Bagi warga masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan Taman

Hutan Raya Nipa-Ni -
direlokasi. pa-Nipa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib

(2) T
(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan relokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat i i :
Gutemlie yat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya i i j
i o sl ol ya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan
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